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ABSTRAK
[bookmark: _Hlk148469011]Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah instansi daerah yang memiliki peran utama dalam mengelola sumber pendapatan daerah. Tujuan utama adalah mengumpulkan dana yang diperlukan untuk mendukung pembangunan di daerah. Salah satu jenis pajak yang penerimaannya tidak mencapai target yang ditetapkan adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Masalahnya adalah banyak wajib pajak yang belum memahami atau melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, sehingga penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Permasalahan dalam pengumpulan pajak kendaraan seringkali terjadi karena kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak saat membeli kendaraan, dan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang aturan-aturan terkait dengan pembayaran pajak rutin ketika mereka menjual kendaraan bermotor. Sehingga saat terjadi transaksi pembayaran pajak yang terlewat wajib pajak lebih senang untuk menunggu proses pemutihan pajak dengan mengharapkan tidak adanya denda yang tersistem terhadap keterlambatan pajak kendaraan yang dimiliki. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengevaluasi Perubahan Target Pencapaian Pajak Kendaraan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. . Berdasarkan hasil penelitian diketahui Evaluasi pelaksanaan Dokumen RKA SKPD di Kabupaten Musi Banyuasin dilihat dari aspek context, dinilai sudah baik sudah memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai dan mempunyai tujuan pelaksanaan yang jelas. dilihat dari aspek input diketahui belum baik karena terbatasnya sarana prasarana pendukung penyusunan dan pelaksanaan dokumen RKA. Dari aspek proses, terdapat kendala dimana seringnya terjadi kendala jaringan untuk penginputan RKA di aplikasi penganggaran serta jadwal musrenbang yang seringkali tidak sesuai dengan jadwal sehingga berdampak pada keterlambatan penyusunan dokumen Anggaran. Dilihat dari aspek produk diketahui bahwa dokumen Rencana Kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin sudah tersedia sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan.

Kata kunci : Evaluasi, Pelaksanaan, Dokumen Rencana Kerja Anggaran


ABSTRACT
The South Sumatra Provincial Revenue Agency is a local agency specifically tasked with managing local revenue sources in the government's efforts to collect funds for regional development tasks. One of the taxes with suboptimal revenue collection is the Motor Vehicle Tax, as many taxpayers are not aware of their obligations, resulting in the Motor Vehicle Tax collection not meeting the established target. The problem with motor vehicle tax collection is the frequent miscalculations made by taxpayers when purchasing vehicles. Taxpayers are also unaware of the rules concerning regular payments of the Motor Vehicle Tax when they sell motor vehicles. Consequently, when it comes to tax payments, taxpayers are more inclined to wait for the tax exemption process, hoping to avoid fines for late payment of their vehicle taxes. The purpose of this research is to evaluate changes in the Vehicle Tax collection target at the South Sumatra Provincial Revenue Agency. Based on the research results, the evaluation of the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (RKA SKPD) documents in the Musi Banyuasin Regency, considering the contextual aspect, is considered to be good as it meets the intended goals and has clear implementation objectives. However, in terms of input, it is known that there are limitations due to the lack of supporting infrastructure for the preparation and implementation of RKA documents. In terms of the process, there are challenges, including frequent network issues in inputting RKA into the budget application, and discrepancies in the schedule of public deliberations (musrenbang), which often lead to delays in preparing budget documents. As for the product aspect, it is known that the Work Plan documents at the Musi Banyuasin Regency Planning and Development Agency are available as a reference and guide for development implementation.
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I. 

PENDAHULUAN
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah instansi daerah yang secara khusus bertugas mengelola sumber pendapatan daerah dalam mendukung upaya pemerintah dalam mengumpulkan dana untuk menjalankan berbagai program pembangunan di daerah tersebut. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan dan memperkuat proses pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan lebih giat, sehingga dapat mencapai target pendapatan daerah yang telah ditetapkan. Salah satu jenis pajak yang masih menghadapi hambatan dalam pengumpulannya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini disebabkan oleh minimnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, yang mengakibatkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencapai target yang telah ditetapkan.	


Pendapatan asli daerah (PAD) yang berhubungan dengan pajak kendaraan di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pada data tahun 2019 berdasarkan pada jumlah target dan realisasi yang sudah cukup baik, namun perlu dilakukan evaluasi agar target dalam pencapaian pendapatan pajak kendaraan tetap stabil dalam pencapaian target yang telah dibuat berdasarkan pada program-program kerja.
Permasalahan dalam pengumpulan pajak kendaraan termasuk kesalahan perhitungan yang sering terjadi saat wajib pajak membeli kendaraan. Selain itu, wajib pajak sering kali tidak memahami kewajiban mereka dalam melakukan pembayaran pajak Kendaraan Bermotor secara berkala, terutama ketika mereka menjual kendaraan bermotor.Sehingga saat terjadi transaksi pembayaran pajak yang terlewat wajib pajak lebih senang untuk menunggu proses pemutihan pajak dengan mengharapkan tidak adanya denda yang tersistem terhadap keterlambatan pajak kendaraan yang dimiliki.
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan serta  permasalahan mengenai Laporan perubahan target pencapaian pajak kendaraan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai : “Evaluasi Perubahan Target Pencapaian Pajak Kendaraan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan “.
Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengevaluasi Perubahan Target Pencapaian Pajak Kendaraan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran  secara  jelas mengenai Perubahan Target Pencapaian Pajak Kendaraan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan dijadikan bahan kajian yang bermanfaat bagi para akademisi dan masyarakat untuk penelitian lebih lanjut.
	
TINJAUAN PUSTAKA
1. Evaluasi
Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan kehidupan manusia sehari-hari, karena disadari atau tidak, sebenarnya evaluasi sudah sering dilakukan, baik untuk diri sendiri maupun kegiatan sosial lainnya. Hal ini dapat dilihat mulai dari berpakaian, setelah berpakaian ia berdiri dihadapan kaca apakah penampilannya wajar atau belum. Dalam ekonomi Islam evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses pembelajaran. Dengan demikian evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan incidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan berdasarkan atas tujuan yang jelas.
Dengan mendasarkan pada pengertian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai seseorang dengan menggunakan patokan-patokan tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, evaluasi proses produksi adalah suatu proses menentukan nilai proses produksi dengan menggunakan patokan-patokan tertentu agar mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Pajak
Menurut Mardiasmo (2016:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Resmi (2016:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang memiliki dua roda atau lebih dan juga gandengannya. Kendaraan ini dirancang untuk digunakan di segala jenis jalan darat dan dijalankan dengan menggunakan peralatan teknik seperti motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengkonversi energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor tersebut. Ini mencakup juga alat-alat besar yang dapat berpindah tempat.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan atau kondisi keadaan yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang objektif dalam rangka evaluasi perubahan target pencapaian pajak kendaraan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 
Adapun definisi operasional yang digunakan untuk melihat perubahan target pencapaian pajak kendaraan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, digunakan alat analisis dengan mengadopsi dari teori indikator evaluasi yang dikemukakan oleh Lubis dan Martani (2007:55) menggunakan pendekatan sumber (resource approach), pendekatan proses (process approach), dan pendekatan sasaran (goals approach).

Tabel Definisi Operasional
	Dimensi
	Indikator

	1. Pendekatan Sumber

	a. SDM
b. Informasi
c. Kewenangan


	2. Pendekatan Proses  (Process Approach)
	a. Prosedur kerja
b. Koordinasi antar pihak terkait


	3. Pendekatan  Sasaran  (Goals Approach)

	a. Target capaian
b. Realisasi capaian 



 Sumber : Diadaptasi dari Teori Efektivitas  
                Lubis dan Martani (2007:55)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pendekatan Sumber (Resource Approach)
a. Sumber Daya
Sumber daya manusia adalah suatu proses mendaya gunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi (lembaga). Berkaitan dengan hal tersebut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa “Secara kuantitas sudah cukup, namun secara kualitas masih perlu adanya diklat bagi pegawai / petugas agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai tupoksi dalam melaksanakan kebijakan progresif termasuk dalam hal pelayanan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang telah menjadi tanggung jawab serta tupoksi kantor ini. Masih ada petugas yang kemampuan kompetensinya perlu ditingkatkan lagi”. (Wawancara dengan informan 1, tanggal 5-9 Juni 2023).
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pegawai /  petugas di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ada saat ini sudah cukup untuk melaksanakan semua pekerjaan yang ada di kantor tersebut, namun jika berkaitan dengan kemampuan kompetensi pegawai / petugas dalam melaksanakan tugas yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan khususnya berkaitan dengan Target Pencapaian Pajak Kendaraan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih perlu bimbingan serta pengawasan dari masing-masing atasan maupun pelaksana yang lain karena masih ada beberapa pegawai yang belum mengerti dan paham terkait Perubahan Target Pencapaian Pajak Kendaraan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 
b. Informasi
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu petugas / pelaksana kebijakan tersebut yang merupakan Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel, dapat diketahui bahwa petugas pelaksana sudah tahu dan cukup memahami kebijakan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, ukuran keberhasilan Perubahan Target Pencapaian Pajak Kendaraan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah tercapainya target pajak kendaraan sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.
	Hasil dari wawancara yang dilakukan kepada pelaksana kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan informasi yang telah disampaikan melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait Perubahan Target Pencapaian Pajak Kendaraan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mulai dari tingkat provinsi sampai pada tingkat kabupaten/kota.
c. Kewenangan
Wewenang atau otoritas merupakan penggunaan kekuatan (power) secara sah. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan salah satu komponen Pemerintah Daerah, menjalankan tugas dan peran sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 74 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Badan ini bertanggung jawab dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi yang terkait dengan aspek keuangan, khususnya dalam hal pendapatan daerah.	
       Dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola dan memungut Pendapatan Daerah, khususnya dalam hal pemungutan pajak-pajak daerah provinsi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak-pajak Daerah. Sebagai panduan pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Dengan
demikian, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan yang terkait dengan pajak daerah, termasuk pajak kendaraan.
2. Pendekatan Proses
a. Prosedur Kerja
	Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kebijakan kebijakan pajak progresif merupakan kebijakan pemerintah daerah provinsi yang berlaku ditingkat kabupaten/kota. Untuk sampai pada tingkat pelaksana akhir, kebijakan tersebut disampaikan oleh si pembuat kebijakan atau pengambil keputusan kemudian disampaikan kepada pihak terkait sebagai pelaksana melalui prosedur atau administrasi suatu kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran. 
b. Koordinasi Antar Pihak Terkait
		Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan  melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka Perubahan Target Pencapaian Pajak Kendaraan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pihak yang terkait tersebut diantaranya yaitu Dinas / Badan Pendapatan Daerah Kabupaten / Kota dan instansi terkait lainnya yang ada di Sumatera Selatan
		Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Untuk mencapai pelaksanaan yang efektif, kerja sama yang baik antara instansi terkait sangat penting. Ketika terdapat koordinasi yang efisien antara instansi-instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka instansi-instansi tersebut dapat menjalankan tugasnya dan bekerjasama secara efektif. Kerja sama yang baik dalam pelaksanaan kebijakan ini berkontribusi secara signifikan pada pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Target Pencapaian Pajak Kendaraan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu koordinasi yang ada dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut tidak hanya koordinasi antar instansi tetapi juga koordinasi internal di dalam instansi Badan Pendapatan Daerah Provinsi saja. 
3. Pendekatan Sasaran
a. Target Capaian
	Indikator ini berkaitan dengan rencana kerja yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya terkait Perubahan Target Pencapaian Pajak Kendaraan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Perubahan target pencapaian pajak kendaraan ini terjadi karena adanya kebijakan perubahan rencana strategis pembangunan daerah, serta prosedur dan ketentuan yang berlaku.
	Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa Perubahan Target Pencapaian Pajak Kendaraan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan tindak lanjut adanya perubahan renstra Bapenda Provinsi yang diperlukan sebagai turunan dari Perubahan RPJMD Provinsi Sumsel.
	 Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan komponen yang lebih spesifik dari Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Renstra ini disusun sesuai dengan visi, misi, dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi yang tertera dalam RPJMD, Perubahan Renstra Bapenda menguraikan secara rinci tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Hal ini juga mencakup strategi dan kebijakan yang akan diterapkan dalam proses tersebut.
b. Realisasi Capaian
		Indikator Kinerja Utama adalah parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah telah tercapai. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah target pencapaian yang telah ditentukan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan tahun 2022 dan Penetapan Kinerja tahun 2022.	Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.10.908.004.600,- (Sepuluh milyar sembilan ratus delapan juta empat ribu enam ratus rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp.9.047.041.527,-(Sembilan milyar empat puluh tujuh juta empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar 82,94%.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab V, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perubahan Target Pencapaian Pajak Kendaraan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana. Hal dapat diketahui dari beberapa indikator berikut ini :
0. Pendekatan Sumber
	Sumber daya manusia yang ada secara kuantitas sudah cukup untuk mengisi formasi yang ada dalam struktur organisasi. Tetapi dari segi kualitas kompetensi sumber daya manusia yang ada masih perlu ditingkatkan lagi.
0. Pendekatan Proses
Prosedur kerja di implementasikan mulai dari tingkat provinsi hingga pada tingkat pelaksana akhir. Agar mencapai tingkat pelaksana akhir, kebijakan ini pertama-tama dinyatakan oleh pembuat kebijakan atau pengambil keputusan dan kemudian diteruskan kepada pelaksana melalui prosedur atau tatacara administratif yang telah ditentukan dalam suatu kebijakan. Sementara itu, dalam hal koordinasi antara instansi, penting untuk dicatat bahwa kerja sama antar instansi berjalan dengan baik, sehingga instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan dapat menjalankan tugasnya dan bekerjasama dengan efektif.
0. Pendekatan Sasaran
Pendekatan Sasaran Capaian Pendapatan Daerah di tahun 2021 Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2022 naik 4,24 atau sebesar Rp. 425.665.713.900,57. Hal ini terjadi mengingat kondisi perekonomian di tahun 2022 telah mengalami pemulihan pasca covid 19 sejalan dengan kebijakan yang telah dilaksanakan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan yang berjalan efektif seperti program pemutihan pajak akhir tahun. Untuk penerimaan Pajak Daerah komponen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil mempertahankan dan meningkatkan penerimaan walaupun dalam kondisi ekonomi yang sulit.
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